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If,ealmbang i a. bahwa unhrk mewujudkan pembangunan daerah agar
berjatan secara efektif, efisien, tepElt sasaran dan
terintegrasi, perlu adanya pengaturan mengenai
penyelenggaraan musyawaratr periencanaan
pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di
Kabupaten situbondo sebagai pedoman dan jaminan
keterlibatan bagi selunrh pemangku kepentingan unhrk
melaksanakan proses perencanaan pembangunan
daerah;

b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada hullf

", 
p.rlr.. *enetapkan Peratrrran Bupati tentang Petunjuk

Teknis Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di
I(abupaten Situbondo.

gsngtrget : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Ling[ungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara
nepuutit Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dart
Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor C Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L965 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

（
ヽ

7.

8.

9.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seb'gaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (t.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic, Social
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

1O. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

ilo*o. 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (kmbaran Neg-ara Republik
Indonesia-Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
RepirUtik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan
kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4578);
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15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OOS tentang
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang
Kelurahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 159, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 terrtanrg
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupa.ten/ Kota (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evatuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

ilo*o. 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

⌒

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang
Kecamatan (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengal
Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor

31O);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OO7

tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2OO7

tentang Pendataan Program Pembangunan
Desa/Kelurahan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

lenibangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 517);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara=Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahrn 2Ol2
tentang Homan Fenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 4221;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2O08 Nomor 13).

MEMUTUS― :

Menetaph口  : ― WJUK TEnIS PEIWLEWGG―  MVSYAW―
PEREICAFAAH PDHBANOmAN DESA′ mLU― F DAF
nCAMATN DI nBUPATEI SI-OHDO T― N2013.

BAA I
KETEIYTUAI{ I'UT'il

Patal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa.ten

Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrrya

disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah perang!<a:t daerab. pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA
Kabupaten Situbondo.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Situbondo.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah Kabupaten Situbondo dalam wilayah kerja
Kecamatan.

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengu.rus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

27.

28.

29.
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dan adat istiadat setempat yans diakui daa dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetqiui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Darah.
Perencanaan Pembangunan adalah suatu prroses
penlrusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, gu.na
pemanliaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di
Kabupaten Situbondo dalam jangka wakfir tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SI(PD untuk
periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
disebut Rer{a-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
arah kebijakan pembalgunan Desa, arah kebljakan
keuangan Desa, kebijakan umum dan program SKPD,
lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai
dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

Reneana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk
periode I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Desa, dengal mempertimbangkan kerangka pendanaan
yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa,
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM-
Desa yalg ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama

14.

15.

16.
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oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perenc€rnaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagr daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan addah bagran dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagran
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (inpu[ untuk
menghasilkan keluaran (outpnt) dalam bentuk
barang/jasa.
Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran
sektoral dan plafon anggaran Kecamatan.

Kuota Kecamatan adalah sejumlah patokan batas
maksimal pagu indikatif Kecamatan yang penentuan
alokasi belanjanya ditentukan secara partisipatif dengan
berdasarkan prioritas program dan kegiatan usulan dari
RPJM-Desa dan/atau RKP-Desa yang tidak bisa dibiayai
dari sumber APB-Desa yang besarnya minimal 1O% dari
total belanja langsung APBD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka men5rusun rencana
pembangunan daerah.

Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah forum musyawarah
tahunan stakeholders Desa/ Kelura-han (pihak yang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan
Desa/ Kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan
ta-hun anggaran berikutnya) ;

17. Musrenbang Kecarnatan adalah forum musyawara-h
stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan
prioritas kegiatan dari Desa/ Kelurahan serta menyepakati
kegiatan lintas Desa/ Kelurahan di Kecamatan tersebut
sebagai dasar penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

18. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan man{aat atau dampak
dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

13.

14.
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19. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan
keputusan dalam Musrenbang/ Forum SKPD melalui
pembahasan yang disepakati bersama;

20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu
diketahui peserta Musrenbang untuk memperkuat proses
pengambilan keputusan hasil Musrenbang,

21. Delegasi Musrenbang adalah individu yang dipilih oleh dan
dari masyarakat peserta Musrenbang untuk mewakili
dalam proses perencanaan.

22. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.

Peral 2

Dengan Peraturan ini, ditetefkan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa/ Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo
Tahun 2O13.

Paral 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2
dijadikan sebagai pedoman dan wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan
Musrenbang.

Paral 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatar2nya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

:miッTwO川 2

Diundangkan di Situbondo

KDW
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BUPATI SITU30NDO,

DADANO WICnRTO

BDRITA TEI SI-0■ DO
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